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BAB V 

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI 

 

A. Pendapat Hukum 

Berdasarkan hasil analisis pada bagian sebelumnya, maka pendapat hukum ter-

hadap kasus yang dialami oleh Elitha adalah sebagai berikut :  

1. Syarat Surat Keterangan Dokter dalam Cuti Haid 

Kebijakan internal PT. AFI yang memberlakukan SKD bagi para 

pekerja perempuan merupakan hal yang diperbolehkan karena berdasarkan 

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa 

pelaksanaan ketentuan dalam pemberian cuti haid diatur dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sehingga secara 

tidak langsung Pasal 81 ayat (2) memberikan kesempatan atau membuka 

peluang kepada Pengusaha untuk mengatur teknis pelaksanaan cuti haid 

sesuai dengan yang ada di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan 

maupun Perjanjian Kerja Bersama. Dalam hal PK, PP, dan PKB tidak terdapat 

klausul terkait persyaratan surat keterangan dokter maka pekerja tidak perlu 

melampirkannya, namun jika memang surat keterangan dokter tersebut telah 

diatur di dalam PK, PP, atau PKB maka pekerja wajib melampirkannya.  

Dalam kasus Elitha, terlihat bahwa PT. AFI mengharuskan pekerja 

yang ingin mengambil cuti haidnya wajib melampirkan surat keterangan 
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dokter. Surat keterangan dokter yang dilampirkan wajib dari klinik perus-

ahaan sehingga jika pekerja melampirkan surat keterangan dokter yang bukan 

dari klinik perusahaan tersebut maka otomatis tidak akan diterima. Namun 

yang menjadi permasalahan disini adalah dokter dari klinik perusahaan terse-

but tidak mau mengeluarkan SKD dengan alasan kondisi yang dialami Elitha 

merupakan keluhan biasa dan hanya diberikan obat pereda nyeri. Jika melihat 

kondisi yang demikian, maka syarat SKD dari klinik perusahaan merupakan 

salah satu bentuk hambatan yang disengaja oleh Pengusaha untuk membatasi 

pekerja mendapatkan hak cuti haid.  

Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) memang membuka peluang dan kes-

empatan bagi Pengusaha untuk mengatur teknisnya namun apapun yang men-

jadi persyaratan dalam mengajukan cuti haid seharusnya tidak diperbolehkan 

adanya syarat yang bersifat penghalang atau penyulit dalam mendapatkan cuti 

haid. Berdasarkan hal tersebut, PT. AFI tidak melaksanakan amanat dari Pasal 

81 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memberikan hak cuti bagi 

pekerja perempuan yang merasakan sakit pada hari pertama dan kedua masa 

haidnya. Bagaimana bisa pekerjanya mendapatkan cuti haid, jika dokter di 

klinik perusahaan tersebut hanya menganggap dialami Elitha bukan merupa-

kan “sakit” padahal untuk bisa mendapatkan SKD haruslah yang dikeluarkan 

oleh dokter tersebut.  
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2. Upaya hukum  

Ketika Elitha tidak mendapatkan haknya maka ia dapat melakukan upaya 

hukum baik secara perdata (hubungan industrial) maupun pidana (tindak pi-

dana ketenagakerjaan). Proses upaya hukum perdata sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial. Prosedurnya adalah sebagai berikut :  

a. Perundingan bipartit.  

Elitha sebagai pekerja dapat menyampaikan surat permintaan pe-

rundingan kepada perusahaan. Upaya ini wajib ditempuh dahulu 

secara musyawarah mufakat. Waktu pelaksanaan perundingan bipartit 

dibatasi 30 hari dan jika selama 30 hari mencapai kesepakatan, maka 

dibuatlah perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak. 

Namun jika para pihak tidak mencapai kesepakatan maka pe-

rundingan dianggap gagal, dan akan lanjut pada tahap mediasi.  

b. Mediasi  

Setelah gagal menempuh perundingan bipartit, maka tahap selanjut-

nya adalah mediasi. Tahapan mediasi ini dipilih karena perselisihan 

yang dialami oleh Elitha merupakan perselisihan hak dan perselisihan 

hak hanya bisa ditempuh melalui tahap mediasi. Prosedur mediasi da-

lam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat ditempuh 

Elitha dengan mengajukan permohonan mediasi secara tertulis kepada 

Dinas Tenaga Kerja setempat. Kemudian mediator akan memanggil 
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para pihak untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan keterangan 

serta memfasilitasi perundingan untuk mencapai kesepakatan. Dalam 

hal kesepakatan tercapai, mediator akan menyusun perjanjian bersama 

yang selanjutnya didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Se-

baliknya apabila kesepakatan tidak tercapai, mediator waiib menge-

luarkan anjuran tertulis yang dapat dijadikan dasar bagi Elitha untuk 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.  

c. Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial 

Yang dapat dimintakan dalam gugatan : 

1) Pernyataan bahwa perusahaan melanggar Pasal 81 ayat (1) Un-

dang-Undang Ketenagakerjaan karena cuti haid tidak diberikan. 

2) Memerintahkan perusahaan agar memberikan cuti haid. 

3) Mengubah teknis pengambilan cuti haid seperti Surat Keterangan 

Dokter tidak dibatasi hanya di klinik perusahaan saja.  

4) Pengembalian upah yang dipotong dan biaya operasi di rumah sa-

kit yang ditanggung pribadi oleh Elitha karena Perusahaan tidak 

memberikan rujukan.  

d. Kasasi 

Ketidakpuasan Elitha terhadap putusan Pengadilan Hubungan Indus-

trial dapat ditindaklanjuti dengan pengajuan upaya hukum kasasi ke 

Mahkamah Agung. 

Sebagai pekerja, langkah pertama yang harus Elitha lakukan untuk 

menempuh proses pidana atas pelanggaran hak cuti haid adalah membuat 
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pengaduan resmi kepada Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja 

setempat sebagai pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan norma 

kerja sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang memberikan kewenangan pengawasan melalui 

Pasal 176 sampai Pasal 178. Setelah menerima laporan, Pengawas 

Ketenagakerjaan berwenang memeriksa pelaksanaan norma kerja, me-

manggil para pihak serta mengeluarkan Nota Pemeriksaan I dan II sesuai 

denggan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016.  

Ketidakpatuhan pengusaha terhadap perintah dalam Nota Pemerik-

saan memberikan dasar bagi Pengawas Ketenagakerjaan untuk melimpahkan 

hasil pemeriksaan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Ketenagakerjaan guna dilakukan penyelidikan. Selanjutnya, PPNS memiliki 

kewenangan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 176 sampai Pasal 178 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

serta Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana. Dalam proses penyidikan tersebut, PPNS berwenang 

melakukan pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, pemanggilan pihak 

terkait, serta tindakan penyidikan lainnya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) 

dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  

Setelah penyidikan dinyatakan lengkap, PPNS menyerahkan berkas 

perkara kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diperiksa dan diteliti sesuai 

Pasal 8 ayat (3) KUHAP serta kewenangan penuntutan jaksa dalam Pasal 14 
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huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Re-

publik Indonesia.  

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis dan pendapat hukum yang telah diuraikan sebe-

lumnya maka rekomendasi yang dapat diberikan kepada Elitha yaitu bahwa cuti 

haid merupakan hak normatif yang dapat diperjuangkan oleh pekerja. Hak cuti haid 

secara tegas diakui dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa pekerja/buruh perempuan yang 

merasakan sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya tidak wajib untuk 

bekerja. Ketentuan ini menegaskan bahwa cuti haid bukanlah kebijakan sukarela 

perusahaan melainkan hak normatif yang bersumber langsung dari undang-undang. 

Oleh karena itu, setiap kebijakan internal perusahaan seperti PP, PK, dan PKB tidak 

boleh mengurangi, membatasi atau menghilangkan hak cuti haid tersebut.  

Hak-hak dasar yang seharusnya diterima Elitha yang bersifat materiil yaitu 

tetap diterimanya upah secara penuh selama menjalani cuti haid. Cuti haid termasuk 

dalam kategori waktu istirahat sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang 

Ketenagakerjaan sehingga tidak dibenarkan jika perusahaan melakukan pemo-

tongan upah kepada pekerja yang menggunakan haknya tersebut. Untuk mengakses 

hak materiilnya tersebut, Elitha dapat melakukan pemberitahuan kepada perus-

ahaan bahwa ia sedang mengalami haid dan merasakan sakit sebagaimana yang di-

maksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan.  

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Elitha adalah menyampaikan 

keberatan kepada atasannya atau bagian HRD dengan merujuk pada ketentuan 
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Pasal 81 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan untuk menun-

jukkan bahwa Elitha telah beritikad baik dan berupaya menyelesaikan permasala-

han secara internal. Tidak tercapainya penyelesaian secara internal dan tetap tidak 

dipenuhinya hak cuti haid memberikan dasar bagi Elitha untuk menempuh 

mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diawali dengan pe-

rundingan bipartit.  
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